
BUPATISUKAMARA 
PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

PERATURANBUPATISUKAMARA 
NOMOR 17 TAHUN 2021 

TENTANG 

[ SALINAN ] 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 27 TAHUN 2020 
TENTANG PENGHASILAN PADA LINGKUP PEMERINTAHAN DESA 

Menimbang 

Mengingat 

DI KABUPATEN SUKAMARA 

BUPATI SUKAMARA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SUKAMARA, 

a. bahwa agar pelaksanaan pemberian penghasilan, tunjangan dan 
insentif di lingkungan pemerintahan desa dapat berjalan secara 
efisien, efektif dan tepat sasaran, perlu mengatur kembali 
ketentuan mengenai penghasilan pada lingkup pemerintahan 
desa di Wilayah Kabupaten Sukamara; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 27 Tahun 2020 tentang 
Penghasilan Pada Lingkup Pemerintahan Desa di Kabupaten 
Sukamara; 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, 
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten 
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito 
Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4180); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

6 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6321); 

8. Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5864); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1221); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang 
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 
2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian 
Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1227); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang 
Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 1037); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 2093); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2016 
tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara 
Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukamara Nomor 37); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 7 Tahun 2018 
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018 Nomor 7); 

16. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 23 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja 
Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 
2017 Nomor 23); 
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Menetapkan 

1 7. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar 
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan 
Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukamara (Berita Daerah 
Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 5); 

18. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 27 Tahun 2020 tentang 
Penghasilan Pada Lingkup Pemerintahan Desa di Kabupaten 
Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2020 Nomor 
27); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI SUKAMARA NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG 
PENGHASILAN PADA LINGKUP PEMERINTAHAN DESA DI 
KABUPATEN SUKAMARA. 

Pasall 

Bahwa ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Sukamara Nomor 27 
Tahun 2020 tentang Penghasilan pada Lingkup Pemerintahan Desa 
di Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 
2020 Nomor 27) diubah sebagai berikut : 

Pasal 9 

(1) Insentif dapat diberikan kepada Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD), pengurus lembaga desa dan petugas lainnya di desa yang 
disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa. 

(2) Lembaga desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) antara lain : 
a. Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) 
b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD); 
c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); 
d. Lembaga Adat; 
e. Karang Taruna; 

(3) Petugas lainnya sebagai penunjang untuk membantu kegiatan di 
desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah : 
a. staf kasi/kaur; 
b. tenaga kebersihan kantor desa; 
c. tenagajaga malam kantor desa; 
d. petugas/pengurus aset desa; 
e. pengurus perpustakaan desa; 
f. petugas ambulans desa; 
g. petugas penyampai SPPT PBB; 
h. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa 

(PKPKDes); 
1. Tim Pengadaan Barang dan Jasa (TPBJ) /Tim Pelaksana 

Kegiatan (TPK); 
J. Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD); 
k. biaya pembuatan desain dan Rencana Anggaran Biaya 

(RAB); 
1. perlindungan masyarakat (Linmas); 
m. satgas siaga bencana; 
n. tenaga pendidik (guru paud, guru TK, guru ngaji, guru 

sekolah minggu); 
o. kader kesehatan (kader posyandu, posbindu, poskesdes, 

jumantik, bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina 
keluarga lansia, bidan kampung/ desa); 
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p. Kader Pembangunan Manusia (KPM); 
q. tim penyusun RKPdes; 
r . tim penyusun RPJMDes; 
s . petugas rukun kematian ; 
t. penjaga rumah ibadah; 
u. panitia seleksi perangkat desa; 
v. panitia seleksi BPD; 
w . Panitia Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu 

(PAW) ; 
x. tenaga administrasi TK/PAUD; 
y . tim pengukur batas bidang tanah; 
z. narasumber / penyaji pelatihan; dan 
aa. instruktur pelatihan/kegiatan sejenis. 
bb. penjaga tempat pemakaman umum (TPU) 
cc. tukang kebun kantor Desa 
dd. kader kesehatan jiwa 
ee. petugas penyakit menular 
ff. babinsa/bhabinkamtibmas 
gg. petugas rukun kematian 
hh. penghulu (mudin) 
ii. forum komunikasi kemitraan kepolisian masyarakat 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Sukamara. 

Ditetapkan di Sukamara 
pada tanggal 5 Mei 2021 

BUPATI SUKAMARA, 

ttd 

WINDU SUBAGIO 

Diundangkan di Sukamara 
pada tanggal 5 Mei 2021 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SUKAMARA, 

ttd 

SUTRISNO 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2021 NOMOR 17 

· dengan aslinya 
HUKUM, 

ET 
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No. 

A. 

1. 

2. 

3. 

4. 

B. 

1. 

2. 

3. 

4. 

LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI SUKAMARA 
NOMOR 17 TAHUN 2021 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI SUKAMARA NOMOR 27 TAHUN 2020 
TENTANG PENGHASILAN PADA LINGKUP 
PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN 
SUKAMARA 

PENGHASILAN PADA LINGKUP PEMERINTAHAN DESA 
DI KABUPATEN SUKAMARA 

Jumlah 

Aparat Pemerintah Desa Penghasilan 
Tetap/Tunjangan 

(bulan/Rp.) 

Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 

Kepala Desa 

Sekretaris 

Kepala Urusan 

Kepala Seksi 

Tunjangan Aparat Pemerintah Desa 

Tunjangan Kepala Desa 

Tunjangan Sekretaris Desa 

Tunjangan Kepala Urusan Keuangan 

Tunjangan Kepala Urusan dan Kepala Seksi 

s 

3.500.000 

2.500.000 

2.050.000 

2.050.000 

1.500.000 

1.000.000 

950.000 

450.000 

BUPATI SUKAMARA, 

ttd 

WINDU SUBAGIO 


